
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG 

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian besaran upah sektor/ 
subsektor berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha 
dengan serikat pekerja sektor yang bersangkutan dan untuk 
meningkatkan upah riil pekerja sesuai ketentuan Pasal 49 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral 
Provinsi (UMSP); 

b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi 
(UMSP) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
telah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur 
melalui surat tanggal 14 Februari 2017 Nomor 954/-1.834.1 
hal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 
2017; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/ Serikat Buruh; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan; 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan; 

7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan 
Pengupahan; 

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
Kep-201/ MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan 
Hubungan Industrial; 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Upah Minimum; 

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan; 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta; 

12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

13. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah 
Minimum Provinsi Tahun 2017; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL 
PROVINSI TAHUN 2017. 

Pasal 1 

(1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017 
ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut : 

a. sektor kimia, energi dan pertambangan; 

b. sektor logam, elektronik dan mesin; dan 

c. sektor farmasi dan kesehatan. 

(2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2 

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah 
lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). 



Pasal 3 

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 4 

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa 
kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan 
kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit 
antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh 
dengan pengusaha di perusahaan. 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Februari 2017 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

BASUKI T. PURNAMA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2017 NOMOR 21009 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

YAYAN YUHANAH 
NIP 196508241994032003 



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 20 TAHUN 2017 
Tanggal 23 Februari 2017 

NO 	  
A. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN 

SUBSEKTOR PER BULAN 
(Rp) KETERANGAN 

1 Industri bahan kosmetik 
dan kosmetik 

3.475.000,00 

NO 
B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN 

SUBSEKTOR PER BULAN 
(Rp) KETERANGAN 

1 Industri kemasan kaleng 3.516.000,00 

2 Industri radio, televisi, alat-alat 
rekaman suara dan gambar 
dengan produksi : 

3.922.750,00 PMA 8s Non UMKM 

a. Pesawat penerima siaran 
televisi berwarna 

b. Tape recorder 
c. Audio Compact Disc Player/ 

CD Player 
d. Audio Amplifier 

3 Industri peralatan rumah tangga 
dengan menggunakan listrik/ 
industri pompa air, AC, mesin 
cuci, Lemari Es, kipas angin, 
setrika listrik, digital camera, 
hand phone 

3.922.750,00 PMA 8s Non UMKM 

4 Industri alat-alat musik : 
piano/organ, gitar, drum 

3.945.000,00 

5 Industri reparasi kapal, perahu, 
modifikasi bangunan lepas pantai 

3.550.000,00 Non PMA 86 Non UMKM 

C. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN 
NO 

SUBSEKTOR PER BULAN 
KETERANGAN (Rp) 

1. Industri Farmasi 3.456.422,5 Aset Rp 1 Triliun 
ke atas 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

BASUKI T. PURNAMA 
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